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PERATURAN DESA PEBATAN
NOMOR 011 TAHUN 2022

TENTANG

SUSUNAN ORGANISAS! DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA PEBATAN

Menmimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PEBATAN

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal B Pératuran Dacrah
Kabupaten Brebes Nomor 7 ‘fahun 2016 tentang Pedoman
Organisasi dan Tals Kerja Pemerintahan Desa, ditetapkan
dengan Peraturan Desa wntang Susunan Organisasi dan Tata
Kerja gemer-intahnn Desa dengan berpedoman pads Peraturan
Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huraf &, perlu menctapkan Peraturan Desa Pebalan tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemeriniah Dese Pebatan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahsan Lembaran Negara Bepublik Indenesia Nomor 5485);

Undeng-Undang Namor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2074
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomer 5587) sebagaimana teleh diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tabun 2015 tenfang
Perubaban Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2019 tepntang Pemenntahan Dacrah  (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adminisirasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahiin
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nemor 5601);

Peraturan Pemenntah Nomar 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
123, Tambahan Lembamn Negara Republik Indonesin Numn::r
5539] sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tenteng Peraturan Pelaksanaan Undan_g-undm?g
Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 41, Tambahean Lembaran Negara Repuhlik

Indonesia Nomor 6321);
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Peraturan Menteri Dalem Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tzntang Perloman Teknis Peraturen Di Desa [Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

Peraturan  Menterd Dalam Negeri Nemor 84 ahun 2015
tenteng  Susunan  Organizasi  dan Tus  Kega  Pemerintah
Nesa(Berita Negara Republik Indenesia Tahun 2016 Namor 6):

Peraturan Mentern Dalam Negerdi Momaor 67 Tabun 2017
tenfang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dolam  Negerd
Noemor 83 Tahun 2015 tentang Penganghatan dan
Pemberhientian Perangkat Desn (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);

Peraturan Daerah Kobupaten Brebes Nomer 7 Tahun 2016
tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerjl Pemerintah Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2016 Nomor 7);

Peraturan Bupatl Brebes Nomor 91 Tahun 2016 rentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes
Nomoyr 7 Tahun 2016 Tentung Pedoman Organisasi dan Tata
Kerjn Pemenintah Desa (Benta Dacruh Kabupaten Brebes

Tahun 2016 Nomer 60),

Dengan: Kesepnkatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PEBATAN
Dan
KEPALA DESA FEBATAN

MEMUTUSKAN

Menctapkan : PERATURAN DESA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN

TATA KERJA FPEMERINTAH DESA PEBATAN

"BAEB1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peruturan Desa (ni, vang dimaksud dengan ©

B 0

Daerah aduluh Kabupaten Brebes

Permerintah  Daerah  adalah  penyelenggara 'urusan pemerintahan  oleh
Pemeriritah Daecrah dan Dewnn Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas
otariomi dan tugas perbarituan dengan prinsip otonomi seluas-Iuasnya dalam
siatem dan prinsip Negara Kesaltan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negam Republik Indonesia Tahun 1945
Bupati adalah Bupati Orebes

Camal atau sebutan lain adalah pemimpin dan keordinator Penyelenggaraan
Pemerintah di wilayeh kerja Kecamatan yang dalam pelaksanoan tugasnva
memperolel pelimipahan  kewenangan pemerintahan dan Bupati untuk
menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyvelengoarakan tugas
umum Pemenntahan.

Dess adalah desa dan desa adat alau yang disebut dengan nama lain,
selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan menguris urusan
pemerintahan, kepentingan masvarakat setempat berdasarkan prakarsa
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(4)

rlﬂilusyar'a'l-fal. hak asal usul, dan/atay hak  tradisiongl vang diakui dan
dihormati dalam sistem pemerintahan Negara K

: esaluan Republik Indonesia,
Pemerinitahan  Desa sdalah penyelengearaan Uruzan pemerintshan  danp

kepentingan  masyarakat setempal  dalam  sistem  pemerintahan Nepgara
Resatuar Republik Indonesia Pejabat Pengelola Keuangan Daerab yang
selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepali Satuan Keda Perigelola Keunngan
Raerah vang menipunyai  tupgas melaksanakan  pengelolann APBD  dan
bertindak sebagal bendahara unmum daerah

Pemerintah Desa adalah kepala desa atay vang disebut dengan nama luin
dibantu perangkat desa sebugal unsur penyelenppara pemerintahan desa,
Kepala Deaa atau sebutan lnin adalal pejabat Pemerinud Desa yang mempunyai
wewenang, tuigas dan kewajiban untulk menyclengrarakan rumalt (snpga
Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintal Daerah
Badan Permusyawaratun Desa yang selamutnyn disingkat BPD adalah
lembaga vang melaksanalan fungsi pemerintahan  yang anggotanyva
merupakan wakil dan penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilavah dan
ditetapkan secara demokratis,

Perangkat Desa adalah Pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tupas
dan wewenangnya dalam penyelenggarasn pemerintahan desa.

Peraturan Desu adalah pernturnn pery nidang-undangan vang ditetapkan cleh
Kepala Desn setelaly dibahas dan disepaloti borsama Dadnn Fermsvawiuatan Desy,
Desa Swasembada, Desa Swakarya, Desa Swadaya adalah klasifikasi tingkat
perkembangan desa sesusi denpgan pematuran perundang-undanpgan vang
mengarur tingkal perkembangan.

cStruktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa aflalah satu sistem

dalam kelembagaan dalam pengaturan tugss dan fungsi sera hubungan
kerja.

BABII
PEMBENTUKAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA
Pasal 2

Dengan Peraturan Desa ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerjn Pemeriniah
[leaa Pebatan
Berdasarkan Peraturan Bupati Brebes Nomor 91 Tahun 2016 tentang
Petunjuk Pelaksanear Peraturan Dacrah Kabupaten Brebes Nomor 7 Tahun
2016 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita
Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2016 Nomor 60} tentang Penetlapan Status
Desa Berdasarkan Klasifikasi Perkembangan Desd DI Kabupalen Brebes,
Susunan Orgamsasi Pemerintah Desa Pebatan yvaitu Desn Swakarya,
Berdasarkan Peraturan Bupali Brebes Nomor 91 Tahun 2016 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraruran Dacrah Kabupaten Brebes Nomar 7 Tahun
2016 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita
Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2016 Nomor 60) Pasal 8, Desa Swakarya
sehagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat |2) Peraturan Desa ini dapat
memilikd 3 [yn) Urusan dan 3 (tiga) Seksi. |
Susunan organisasi Pemerintahy Desa sebagaimana dimaksud pade ayat (1)
terdiri atas:
a. Kepals Dega.
b. Sekretariat Desa, terdiri atas @

1) Urusan Tata Usaha dan Umum;

2) Urusan Keuangan; dan




M Urusan Pereneannan,
¢, Seksi, terdivi atns -
11 Sekal Pemerintahnn,
2) Seksi Kessgahteraan: dan
M Sekal Peliivanian
d. Kepala Dusun, terdin atas
11 Kepada Dosun | dan
2} Kepaln Dusun J1;
3 Kepala Duson I

Pasal 3

Bagan susumoan ofganisisi Pemerintah Desa sebagoimona Pasal 2 ayar ()
sehagnimana tercantum dnlam Lampiran Perstoran Deaa inl,

BAB II1
STRUKTUR ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Hamian Kesatn
Struktir Organisasi

Paaa| 4

(1] Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibaritu oleh Pernngkint Desa
(2} Pemerintah Dess sebagaimana dimaksud pada avat (1) terdin atns
A. Sekretariat Desa;
b Peliaksany Teknis; dan
c. Pelaksana Kewilayvahan.
[3) Perangkat Desa sebagmmann dimakmid pada nyat {2} berkedudukan sebagat
unsur peribantu Kepala Desi.

Pasal 5

{1} Sekretariat Desa sebagaimana dimakuud dalam Pasal 4 avat (2) huraf a
dipimpin oleh Sekretaris Desa dan dibantu aleh unaur stal seloretanat,

(2) Sekretariat Desa sebaguimana dimalesud pada ayat (1) paling banyak terdird
atas 3 (tiga) urusan yaitu urusen tata usaba din umun, urusan keuangan,
dan urusan perencannan, dan paling banyak3 (tign) urusan yaitu urusan Tata
Usgha dan tmum dan Urusan Kevangen don Urusan Perencanann

(3) Masing-masing urusan sehagaimnnn dirmalistid pada avat 12) dipimpin oleh
Kepain Urusan

Pasnl 6

(1) Pelaksana Teknis scbagammann dimnksud dalam Pasal 4 nyar (20 huraf b
merupakan unsur pembanty Kepala  Desa  selingal  pelabwana tugan
apermsion).

(21 Pelaksana Teknis sebagaimianga dimaksud ayan (1] paling banyak 1ercdin atas 3
(tign) Seksi vaitn Seksi Pemerntohan, Seksi Kesejahterian dan  Seksi
Pelayanan. paling banyakd (tign] Seksi yaitu Seksi Pemerintahan, serta Seks:
Kesejahternnr dan Pelayvanan.

(3] Masing-masing Sckai sebagrimana dimaksud pada ayvat 2 |dua) dipimpin oleh
Kepaln Seksi.




Pasnl 7

(1) Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 avit (2) hurul o
merupakan unsur pembantu Kepala Desn sebagai satban tugas kewilayahan.

(2} Jumlah unsur Pelaksana kewilayahnn sehapmmana dimaksud pada ayat (1)
ditentukan secara  proporsional  nntnrm pelaksana  kewilavihan viing
dibutuhkan dengan kemampuan keunngan desa serta momperhatikan luns
wilayah keria, karaltenstik, geografis, junilah kepadatan penduduk, serta
SArAnNE prasarana penunjang tugas.

[3) Tugas kewilnyahan sebageimana  dimnksud padic ayat (1] meliputi,
penyelenggaraan  Pemerintahan Desa, pelaksanann  pembangunan  desa,
pembinaan kemasyarakatan dess, dan pemberdayaan masyarakar desa

(4) Pelaksana Kewilayahan dilaksanakan oleh Repala Dusun.

Bagian Kedua
Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas

Pasal 8

(1) Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintal Desa yang memimpin
penyvelenggaraan Pemerintahan Desa.
(2] Kepala Desa bertugas :

a. menyelenggarakan Pemerintahan Desa;

b. melaksanakan Pembangunan Desa;

¢. melaksanakan Pembinaan Kemasyarakatan Desa: dan

d. melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

(3] Untuk melaksanalan tugas sebapaimana dimaksud pada ayat [2) Kepala

Desa memiliki fungsi sebagai terilout -

@. penyelenggaraan  Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintaban,
penetapan peratiran di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan
ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat,
administrast kependudukarn, dan penataan dan pengelolaan wilavah;

b. pelaksanaan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana
perdesaan; dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan;

c. pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban
masyarzkat, partisipasi masyarakat, sosial budava masyarakat,
keagamaan, dan ketenagakerjaan;

. pemberdayaan masyarakat, seperti sosialisasi dan motivasi masyarakat di
bidang budaya, ekonomi, palitik, lingkungan hidup, pemberdayaan
keluarge, pemuda, olahraga, dan karang taruna; dan

e. menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masvarakat dan lembaga
laaninya.

Pasal 9

(1) Sekretans Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa.
[2) Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi
pemerintahan,
(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana vang dimaksud pade avar (2},
Sekretaris Desa memplnyai fungsi -
a. melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi
surat menyurat, arsip, dan ekspedisi;



/

b. melaksanakan urusan umum sepertl penalaan administrasi peranghat
desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat,
pengadmintstrisian asol, inventirisasi, peralanan dinns, dun pelayanan tmum:

¢ melaksanakan  urusan  keuangan  seperti  pangurusan administrasi
keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran,
verifikasi administrasi keuangan, dan admnistrasi penghasilan Kepala
Desay, Perurigkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya: dan

d. melaksanakan urusan perencanaan seperii menyusun rencana anggarat
pendapatan den belanja desa, menginventarisic data-data dalam rangka
pembangunan, melakukan monitoring den  evaluss) program, serta
penyusunan laporan.

(4) Untuk melaksanakan lungsi sebagaimana yang dimaksud pada ayvat {3),

Sekretaris Desa mempunyai uraian tugas

& nienvusun rencana prograun kerja Sekretariat:

b melaksanakan urusan ketatusahaan seperti tata naskah, administras
surat menyurat, arsip dan ckspedisi;

c. melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat
desa, penyediann prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat,
pengadministrasian aset, inventarirasi, perfalioman dinas doo pelayanian uio,

d. melaksanakan urysan perencanann sepertl MENYUSUN TENCADS ANEZATAN

pendapatan dan belamja desa, menginventarisir data-data dalam rangka
pembangunan, melakukan monitoring dan  eveluasi program, Sserta
penyusunan laporan;

. mengelola, membina dan memberikan pelavanan administrasi umum yang
mehputi ketatusahaan, kearsipan, perlenghapan dan kemumahtanggaan
dilingkungan Pemerintah Dess;

. mengelola, membina, dan memberikan pelavanan administrasi keuangan

dilingkangan Pemerintah Desa;

¢ mengelola, membina, dan
kepegewaian sesual dengan kewenangan desa,

h. melaksanakan urusan keuangan seperti  pengurusan  adminisims

keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengelugran,

verifikasi edministmsi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala

Desa, Perangkat Deas, BPD dan lembaga pemerintahan desa lainnya;

mengoordinasikan penyusunan program, ANEEaran serta pelaporan kegiatan desa;

mengoordinasikan pelaksanaan tugas unit-unit orgamisasi dilingkungan

Pemerintah Desa;
k. melaksanakan koordinas! dengan kelembagaan desa lainnva dalam rangka

pelaksanaan tugas;
memberikan saran dan pertimbahgan kepada Kepala Desa dalam

perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan desa;
membuat dan menvampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala

Desa; dan
n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Desa,

Pasal 10

memberikan  pelavanan  administrasi

ml-

(1) Kepala urusan berkedudukan sebagai unsur sinf sekretariat,
(2) Kepala urisan bertugas membantu Sekretaris Desa dulam urusan pelayanan

administrisi pendukung peleksenaan tugas-tugas pemernintahan.
(3) Untuk melaksanakan tugas schagaimana dimaksud pada avat {2), kepala

urusan mempunyai fungsiantara lain
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a. Kepala urusan t{ata usaha dan  umum memiliki - fungsl  sepers
mE?ukﬁﬂnakan urusan ketatausihaan seperti tata naskah, admimisirasi
sural menyurdl, arsip, dan ekspedisi, dan penataan administrasi prranghat
desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penviapan rapat,
petgadministrasian asel, inventarisasi, peralanan dinas, dan pelavanan ymum,

h, Kepale urusan kevangan memiliki fungsi saperti melaksanakan urusan
keuvangan sepertl pengurusan  administrasi keuvangan, adminisirasi
sumber-sumher pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administras:
keuangan, dan admuistrasi penghasilan Kepala Desa, Peranghkat Dess,
BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.

c. Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi mengoordinasikan urusan
PErCNCANGnn Seperth menyusun rencand abpgaran pendapatan dan belanja
desa, menginventarisir data-dara dalam rangka pembangunan, melakukan
monitoring dan evalunsi program, serta penvusunan laporar.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada avat (3) huruf a

Kepala urusan Tata Usaha dan Umum mempunyai uraian tugas:

a. melaksanaltan urusan ketatausahaan sepertl tarta naskah, administrasi
sural menyurat, arsip, dan ekspedisi;

L. melaksanakan penataan administrasi perangkat desa;

¢. melnksanskan pengadann dan pemelihnraan sarana dan prasarana kantor Dess:

d. menyiapkan kegintan rapat:

e. melaksanakan pengadministrasian asel dan inventarisasi aset dan
bertindak sebagail operator aplikasi aset Desa;

[. melaksanakan penyiapan perjalanan dinas,

g melaksanakan pelavanan dan umum;

h:memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris Desa dalam
perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penyelenggarann pemesintahan Desa;

i. membuat dan menyempaikan Japoran pelaksanasn  tupgas kepada
Selcretaris Desa; dan

j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberkan cleh Kepala Desa
dan Sekretaris Desaa.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada avat (3)hwurafl b

Kepala urusan Keuangan mempunyai urajan tugas :

a melaksanakan urusan |keuangan seperti  pengurusan admumstrasi
keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengsluaran;

b. melaksanakan verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan

Kepala Desii, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan dess lainnva;

. melaksanakan tugas sebagai bendaliara Desa;

. melaksanakan tugas scbhagal pemungut  den  penvetor pajak

dalampelaksanaan APBDesa,

melaksanakan tugas sebagai operator aplikasi keuangan Desa;

mengumpitlkan bahan-bahan dalam penyusunan APBDesa;

memberikan saran dan pertimbangan kepada Sckretaris Desa dalam

pcrtnmnnﬁn. pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan Desa,

.membuat dan menyempaikan laporan pelaksanaan tugas kepada

Sekretaris Desa; dan

{. melaksanakan tugas kedinasan lminnya yang diberikan oleh Kepala Desa
dan Sekretaris Desa.

Untuk melaksanakan fungsi schagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf ¢

Kepala urusan Perencanaan mempunyai uraian tugas :

a. mengoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun RRIMDesa,
RKPDesa serta menyusun rencana APBDess;

oL o

FOm o
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(3)

Cmenginventarisir data-data dalam rangka pembangunan:

melakukan monitoring dan evaluasi program; dan

. melaksanakan penyusunan laporan;

memberikan saman doan peetimbangan kepudo sckretaris dalam perencanaan,
pelidesuin tin pefdporin penyclengaaraan pemeriotahan Desa;
bt din menvicmpilkan npacan pélaksanann tugis kepada Sekrolaris Desa;

. melaksanakan tugas kedinasan lainnya vang diberkin oleh Kepala Desa

dnn Bekretaris Desa,

Pesal 11

Kepaln selsi berkedudulan sebagai unsur pelaksana teknis,

Kepala seksi bertugas membantu Kepala Desa schagal pelaksann tugas opernsionagl
Untuk meliksanakan tupas sebagaimana dimaksud pada avet (2), Kepala
Seksi mempunyai fungsi :

B

Kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen
tita prajn Pemerintahan, menyusaun rancarigan regulas] desa, pembinasn
masalah pertanithan, pembinann krtﬂmmm_ﬂh dan ketertiban, pelaksanaan
upayn  perlindungan masyaraket, kependudukan, penataan dan
pengelolaan wilayah, serta pendatoan dan pengelolaan Profil Desa.

.Kepala  scksi  kesejuhternun  mempunyai  fungsi  melaksanakan

pembangunan  sarana  prasarang  perdesspan,  pembangunan  dang
pendidikan, keschatan, dan tugas sosinlisasi serta motivasi masvarekat di
bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan
keluarga, pemude, olahraga, dan karang taruna.

. liepala seksi pelayanan memilili fungsi melaksahakan penvuluhan dan

motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewaflban masyardkat,
meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial
budaya masvarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayal (3) huruf &
Kepala Seksi Pemerintaban mempunyai uraian tigas:

FTrrmsaen e

—

.

. menyusun perencansan di bidang pemerintahan;
melaksanakan mangjemen tata praja Pemerintahan;

. menvisun rancangan regulas: Desa;
. melaksanakan pembinaan mesalah pertanahan dan administrasy pertanahnm,

melaksanakan pembinaan ketentraman dan kefeitiban;

inelaksanakan upaya perlindungan masyarakat;
melaksanakan administrasl kependudukan;

. melaksanakan penataan dan pengelolaan wilayah;

melaksanakan pendatean dan pengelolaan ProfilDesa;
melaksanakan administrasi Pajak Bumi dan Bangunan;

melaksooakan keglatun-kegintan desa berdasarkan kewenanugnn desa dalan

tidang pemenntahan;

melaksanakan koordinas! dengan instansi terkait di bidang pemerintahan,
memberikan saran dan pertimbangan kepads Kepala Desa dalam
perencanaan, polaksanpan dan pelaporan penyelenpgaran pemerintahan Desa;
membuat dan menyumpaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepula
Desa melalui Sekretaris Desa; dan

melaksanakan tugas kedinasan Jainnya yang diberikan oleh Kepala Desa.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat {3),hurutf b
Kepala Seksi Kesejghteraan mempunyai uraian tugas:

&,

menyusun perencanaan di bidang kesejahteraan;



(6]

(1

2]

h. melaksandkan pembangunan  sarana prasarana
ptrdesaan dalam lingkup Kewenangan [Desa;

c. melaksanakan pembangunan bidang pendidikan wimum dalam Lingkup
kewenangan Desa;

d. melaksanakan pembangunan bidang kesehatan,

. melaksanakan tupgas sosialisast serta motivasi  mosvorakat of  hidong
ekonomi, palitilk, lingkungan hidup, pembordsynnn leeluargi, pemuda, olal
raga, karang taruna dan perlindungan anak;

. melaksanakan pembinasn  kepada  kelompok  perempuan,  pemucda,
kelompok tani dan kelompolk laln yang bergerak dibidang kesejahternan;

g. melaksanakan pemberdavaan masyarakat untuk meningkatkan lkapasitas
masyarakat menju kemandirian ekonomi masyarakat;

1. melakulkan pembinann terhadap lembogn perekonomian Desa;

melaksanakan pemeliharaan lingkungan hidup yang bersih dan sehat;
melnksanakan pembinaan di bidang olah ragd masyarakat;

. memberikan saran dan pertimbangitn Mepadn Kepnln Desa dalam pereneanoni,

pelnksanann dan pelaporan penyelenggaran pemerintahan Desig .

L melaksannkan tigas kedinasan lainnya yang diberikan pleh Kepala Desa
melalui Sekretaris Desa;

mmelaksanaken kegintan desa berdasarkan kewenangan desa dlalam bidang
kessjahtornan; dan

n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan aleh Kepala Desa,

Untuk melaksanakan (ungsi sebagaimana dimaksud pada avat (3}, hurul €

Kepala Seksi Pelayanan mempunyai uraian tugas:

n. menyusun perencanaan bidang pelayanan;

b. melaksanakan penvuluban dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan
kewn[iban masyarakut;

c. meningkatkan upaya partisipnsi masyarakat:

. mwelalsannkan pelestarian nilai sosial budaya masyarakat,

_ melakukan pembinaan terhadap organisasi keagamaan meliputi DKM,

remaja masjid, MUIdan lembaga keagamaan lainnyan;

melaksanakan pembinann kernkunan umat berugiama dan antar umat beragnma
 melaksannkan koorinasi dalam pembentukan keluargn vang schol dan sejahtern;
 melaksanakan pembinaan dalam pengembangan BAZIS;

melakukan pembinaan dan pelatihan terhadap angkatan kelja;

memberikan peleyanan terhadap anglkatan kelja;

melaksanakan kegintan Peringatan Har Besar Nasional, Daerah, Desa dan

Keagamaan; .
L melaksanakan kegintan desa berdasarkan kewenangan desa dalam bidang

palavanan; )
mumembuat dan menvampaikan laporan pelnksanaan tugas kepada Kepala

Desa melalui Sekretaris Desa; dan
o melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Desa.

iiin  infrastruktur

w =

n o

Pasal 12

Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur satuan tUERs kewilayahan vang
bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilavah
yang menjadi tanggung jawabnya

Untuk melaksanakan tugas sebagaimanne dimaksud pada ayat {1} Kepala
Driisun miemiliki funesi .



(3)

(1)
()
{3)

(4)

(1)

a. Pembinaan ketentraman d
masvarnkat, mobilitas ke
b, Pengawasan pelaksan
¢. Pelaksanaan pembina
dan kessdaran masya
d. Pelaksanaa nupayva '

an ketertiban, pelikaanaan
pendudukan, don peniitann dan pe
aan pembangunan dj wilavahnva;
an kemasyarakatan dalum menin
rakat dalam menjaga ingkungannya; dan
pemberdayvaan masvarakat  dalam
' kelancaran penyelenggaraan pemerintehan dan pembangunan.

ntuk melaksanakan tugns pokok sebagaimana diniaksid pada ayai (2),
Kepala Dusun mempunyal uraian tugas:

A mMENVUSUN perencanaan dalam bidang kewilaynhan;
b. melaksanakan pembinaan keamanan dan ketertiban masvarakat;
¢ memberikan perlindungan kepada masyarakat;

4. menyelesaikan permasalahan vang terjadi di masyarakat dan kanflik antir
angrota masvarnlat:

Upaya perlindungan
npelblian wilsvah;

ghatkan Kemampuan

menunang

e. melaksanakan pendataan sumber daya alam dan sumber dava manusin di
wilayahnya;

i. mensosinlisasikan regulasi vang berkaitan dengan masyarakat;

8. mensosialisasikan program-program Pemerintah, Pemerintah Daerah dan
Pemernntab Desa;

i melaksanakan pengawasan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan;

L membantu pelaksanaan kegintan pembangunan di wilavah kerjanva,

J. melaksanakan  pembinaan  kemasyarakiatan  dalam meningkatkan
kemampunn dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan;

k. meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menciptalkan lingktingan vang
bersih dan sehat;

1L meningkatkan ketantan masvanikat terhadap peratursn perundang-urdangan;

m.melaksenakan upava pemberdaysan masvarakat dalam menunjang
kelancaran penyelenggaraan pemerintahen dan pembanguran;

1. membuat dan menyampaikan laperan pelaksansan tugas kepada Kepala
Desa melalui Sekreraris Desa; dan

o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya vang diberikan oleh Kepala Desa.

BAB IV
HUBUNGAN KERJA DAN TATA KERJA

Bagian Kesatu
Hubungnn Kerja

Pasal 13

Hubungan kerja antara Kepala Desa dan Perangkat Desa bersifat hierarki
Hubungan kerja antara Bekretnris Desa dengan Kepala Urusan bersifil hiernrkl
Hubungan kerja antara Sckretarls Desa denpan Kepala Seksi dan Kepala
Dusun bersifat koordinatif.

HMubungan kerja antara Kepala Urusen, Kepala Seksi, dan Kepala Dusun
bersifat koordinatif.

Bagian Kedun
Tata Kerje
Pasal 14

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa bertanggung jawal memimpin
dan mengoordinasikan Perangkat Desa dan memberikan bimbingan serta
petunjuk bagl pelaksanaan tugas Peranghkat Desa,



(2] Dalam  melakaanaban

. tupgsinnyy 4. A
P ¥a, Sekretzana

dan mengoordinanikan

Dens bertangming j=uah
bimbingan aeria Peturnjub b

: Para Kepala Urunsn GE0 memberikan
# pelakeanaan rugay paran Ke

padas Urosss,
BAB VY
FENETAPAN SUSUNAN QORGANISASI DAN TATA KERIA
PEMERINTAH DESA
Pasal 15

(1) Susunan Organivasi dan Tats
Peraturan Kepala Do

(2) Peraturan Kepala Desa seDagaimana dimaknud peds avat (1) rmemuat .
a. pembentukan stukiur organisasi Pemerintah Dess;
b. kedudukan, tugas dan funpsi;
C. tata kerja;
d. Hak, Kewajiban dan Larangnn; dan
€. bagin struktur organisesi Femerintah Desa.

Kerja Pumerintzh Dess ditetapkan dengen

Pasal 16

(1} Rancangnn Peraturan Desa tentang Susunsn Orgamiszst dan Tata Ketja
Pemerintah Desa dibahas bersama antara Kepala Desa dengan BPD.

(2) Rancangan Peraturan Desa temiang Susunan Organisssi dan Tawa Heda
Pemerintah Desa sebugmmana dimaksud pade avet (1) herus dieveluas: oleh
Bupati sebeumn ditetapkan s=bagai Peraturan Desa.

{3) Evaluasi Rancangan Peraturan Dese tentang Susunan Urganisasi dan Tats
Kerja Pemerintah Desa sebagsimana dimaksud pads ayar (2] dilimpahizn
kepada Camat.

{4} Tata cara penvusunan Peraturan Dess tentang Susunan Grganisasi dan Tata
Kerja Pemenintah Desa berpedoman pads ketentuan persturen perundsng-
undangan.

Pasal 17

(1] Pemenntah Desa dapat melakukan evaluas: dan perubahan atas Peraturan
Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa paling
cepat setiap 5 (limajtahun.

[2) Ewvaluasi dan perubshan atas Peraturan Dese tentang Susunan Crgamisasi
dan Tata Kerja Pemerintah Desa terkeit dengan jumiah formsasi Kepala
Urusan dan Kepala Seksi mendasarkan pade hlssiiikasi desa

(3) Tata cara perubahan atas Peraturan Desa tentang Susunan Grganisasi dan
Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada avat (1) berlaku
mutatis murandis ketentuan Pasal |6.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

Camar wajib melakuken pembinsan dan pengawasan terhadap Pemennlshan
Desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinva sesuai dengan keteniuan
peraturan perundang-undangan.



BAB V11
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

. pada saal berlnkunyn Peraturan Desa ini, tetap
tugasnya dan dikukuhkan kembali fampai dengan terbentuknya

f;mn}ﬂ'n Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa berdasarkan Peraturan
5a ini.

Peranglat Desa vang telah ada
menjalankan

BAB V1II
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundanghkan,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Pebatan

Ditetapkandi @ PEBATAN
Pada Tanpgal @ 30 Desember 2022
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